Menimbang

Mengingat

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR -9 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan dan penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis,
transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu
didukung dengan perencanaan pembangunan daerah
yang merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi
dengan perencanaan pembangunan daerah,;

bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara
penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra
SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan
Musrenbang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1I Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);



11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421); :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan' Daerah (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

* Indonesia Nomor 5679);
10.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
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13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian Dan  Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015; "

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun
2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Menetapkan

Dan .
WALIKOTA METRO
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Provinsi adalah Provinsi Lampung
Daerah adalah Kota Metro.
Gubernur adalah Gubernur Lampung.
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11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Walikota adalah Walikota Kota Metro.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD memuat asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oléh camat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
SKPD di Kota Metro.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Bappeda adalah Bappeda Kota Metro.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesepakatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia.

.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber data yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun. '

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen untuk periode 5 (Lima) Tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dalam hal ini disingkat RKPD
adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun disebut
juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD).

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 {satu) tahun.



21.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

22.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

23.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

24.Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai
sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari . upaya
pembangunan daerah secara utuh.

25.Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun
jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan
daerah. :

26.Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk
mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari
anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan daerah secara utuh.

27.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

28.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan yntuk mewujudkan visi.

29.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan mini.

30.Kebjjakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

31.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

32.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
térmasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

33.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara
langsung sasaran program prioritas.

34.Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan

kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan
kegiatan.
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45.

Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber
daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di
dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai
dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau
kegiatan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat ‘SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. -

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan,
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama

dari beberapa instansi yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling
berhubungan.

Forum SKPD adalah gabungan beberapa SKPD berdasarkan tingkat
urgensi, efisiensi dan efektifitas terhadap penyelenggaraan Rencana Kerja
SKPD. :

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi
dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang dan pola ruang wilayah.

BAB I1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan
pembangunan daerah.

(2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan

dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

a.Mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang
berkeadilan dan terstruktur;

b.Menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;



c. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah;

d.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam = perencanaan

pembangunan; dan
e. Meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah terdiri atas :

a. RPJPD;

b. RPJMD;

c. Renstra SKPD;

d. RKPD;

e. Renja SKPD;

f. Renja dan Renstra Kecamatan; dan

g. Renja dan Renstra Kelurahan/Kelurahan.

Bagian Kedua

Prinsip
Pasal 4

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing.

(3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah.

{4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 5
Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara :
a. Transparan,;
b. Responsif;
c. Efisien;
d. Efektif;
e. Akuntabel;



Partisipatif;

Terukur;

. Berkeadilan; dan
Berwawasan lingkungan.

e R

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan melalui sumber dana APBD
Kota, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga
Pendekatan

Pasal 7

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
a. Teknokratis;
b. Partisipatif;
c. Politis;
d. Top down; dan
e. Bottom up.

(2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan
kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.

(3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

(4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g,
merupakan hasil :

a. Penjabaran visi, misi, dan program Walikota meliputi tujuan, strategi,
kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;

b. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan,
sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional
dan pembangunan daerah; dan

c. Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk
penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku
kepentingan.

(5) Top down sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, direncanakan oleh
Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh masyarakat.

(6) Buttom up sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e, direncanakan
berdasarkan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai
fasilitator.

Bagian Keempat
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan,
Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 8

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang
dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun
berdasarkan: '



a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata
daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi
tanggungjawab SKPD.

Pasal 9

(1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.

(2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, digunakan
untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

(3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota, APBD
Provinsi, APBN dan sumber-sumber lain yang sah.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima
Data dan Informasi

Pasal 10

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan
informasi perencanaan pembangunan serta rencana tata ruang.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;

Walikota, DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Keuangan daerah;

Potensi sumber daya daerah;

Produk hukum daerah;

Kependudukan;

Informasi dasar kewilayahan; dan

Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

FER S0 a0 o

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya
dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis dan
demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum
dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta
analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan daerah.

BAB IV
TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

(1) Rencana Pembangunan. Daerah disusun dengan tahapan :

a. Penyusunan rancangan awal;

b. Penyusunan rancangan;

c. Pelaksanaan Musrenbang;

d. Penyusunan rancangan akhir; dan
e. Penetapan rencana.



(2) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan
masukan sesuai tugas dan fungsi DPRD.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat visi, misi
dan arah pembangunan daerah.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu kepada
RPJPD Nasional, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Daerah dan
memperhatikan RPJPD dan RTRW Kota/Kota lainnya yang berbatasan
dengan daerah.

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan
sebagai acuan penyusunan RPJMD.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJPD

Pasal 13
(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.

(2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan RPJPD;
b. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
c. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
d. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD; dan
e. Penetapan RPJPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 14

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf a, meliputi : ‘

a. Pembentukan tim dengan Surat Keputusan Walikota;

b. Orientasi RPJPD;

c. Penyusunan agenda kerja tim; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 15

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi,
karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD
Provinsi, RTRW Provinsi dan RTRW Kota dan RTRW Kota/Kota lainnya
yang berbatasan dengan daerah.



(2) Rancangan awal RPJPD dengan sistematika sebagai berikut
Pendahuluan;

Gambaran umum kondisi daerah;

Analisis isu-isu srategis;

Visi dan misi daerah;

Arah kebijakan; dan

Kaidah pelaksanaan.

"o Qoo

Pasal 16

(1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD
dan dikonsultasikan dengan publik.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh
masukan penyempurnaan rancangan awal.

(3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota dalam rangka
memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang
Pasal 17 v
(1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

(2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan,
klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.

(3} Narasumber yang diundang dalam Musrenbang RPJPD meliputi Pimpinan
DPRD dan anggota DPRD, pejabat dari Pemerintah Provinsi, dari
Kementerian/Lembaga tingkat pusat, praktisi, akademisi, perusahaan,
- dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

Pasal 18

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang
menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
Pasal 19

(1) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi
bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.

{2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku
berakhir.

Pasal 20

(1) Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Gubernur
dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi.



(2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan
disertai dengan lampiran sebagai berikut :

a. Rancangan akhir RPJPD ;

b. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan

c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
Jangka panjang daerah.

Paragraf 5
Penetapan RPJPD

Pasal 21

(1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6
(enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, disertai dengan lampiran Rancangan Akhir RPJPD
yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur dengan dilengkapi :

a. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
b. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

Pasal 22

(1) Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota disampaikan kepada Gubernur
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada
Menteri Dalam Negeri. ‘

(2) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memastikan
-saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

(4) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Walikota yang
menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah menindaklanjuti hasil konsultasi.

(5) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman
penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

BAB V1
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

‘Pasal 24

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode S (lima) tahun
yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota terpilih.



(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman
pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung,
RPJM Nasional, RPJMD dan RTRW Kota/kota lainnya yang berbatasan
dengan Daerah, kondisi lingkungan strategis daerah serta hasil evaluasi
terhadap Pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

(3) RPUJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi
penyusunan Renstra-SKPD dan RKPD.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJMD

Pasal 25
(1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan
sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan RPJMD;
b. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
c. Penyusunan Rancangan RPJMD;
d. Pelaksanaan Musrenbang RPUMD;
€. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
f. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 26

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf a, meliputi :

a. Membentuk tim, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b. Orientasi RPJMD;

c. Penyusunan agenda kerja tim; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 27

(1) BAPPEDA menyusun Rancangan Awal RPJMD . berdasarkan kondisi,
karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD
Provinsi Lampung dan berpedoman RTRW Kota Metro serta
memperhatikan RPJPD dan RTRW Kota/kota Lainnya yang berbatasan
dengan Daerah.

(2) Rancangan Awal RPJMD memiliki sistematika paling sedikit sebagai
berikut : ‘
a. Pendahuluan;
b. Gambaran umum kondisi daerah;
c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
d. Analisis isu-isu strategis;
e. Visi, misi tujuan dan sasaran;



(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(1)

(4)
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(6)

f. Strategi dan arah kebijakan,;

g. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;

h.Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
i. Penetapan indikator daerah.

Pasal 28

Rancangan Awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para Kepala
SKPD dan dikonsultasikan kepada publik.

Konsultasi publik sebagairnaha dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh
masukan penyempurnaan rancangan awal.

Walikota mengajukan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Rancangan Awal
RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

Pengajuan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama
10 (sepuluh) minggu sejak Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

Pembahasan dan kesepakatan terhadap Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Walikota.

Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota
dan Ketua DPRD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 29

Bappeda menyampaikan Rancangan Awal RPJMD kepada para kepala
SKPD dengan Surat Edaran Walikota.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan yang telah disepakati Walikota dan DPRD menjadi acuan
Kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam Rancangan Renstra SKPD.

Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun
Rancangan Renstra SKPD.

Rancangan Renstra SKPD menjadi bahan penyusunan rancangan RPIJMD.

Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun disampaikan Kepala SKPD
kepada Kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat
Edaran Walikota diterima.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan

menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPUJMD, antara lain dalam :

a. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD;



b. Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;

c. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;

d. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
dan

e. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan.

(7) Rancangan Renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan
Rancangan Awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 30

(1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7),
disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

. Pendahuluan;

. Gambaran umum kondisi daerah;

. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;

.Analisis isu-isu srategis;

. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
Strategi dan arch kebijakan;

. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah,;

.Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
Penetapan indikator kinerja daerah.
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(2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam
Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 31

(1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan,
kiarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

(2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda
dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan.

(3) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga
tingkat pusat dan Provinsi Lampung atau dari unsur lain terkait, dapat
diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 32
Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang
menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 33

(1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara
kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32.



(2) Rancangan akhir RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas
oleh seluruh Kepala SKPD.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program
pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.

(4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah
Walikota/Wakil Walikota terpilih dilantik.

Pasal 34

(1) Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Gubernur
dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi.

(2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan
disertai dengan lampiran sebagai berikut :

a. Rancangan Akhir RPUMD;

b. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan

c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan  perencanaan
pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 6
. Penetapan RPJMD

Pasal 35

(1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5
{lima) bulan setelah dilantik.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang
telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :

a. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
b. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

(3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
setelah Walikota/Wakil Walikota terpilih dilantik.

{4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling
lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 36

(1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (4).

(2) Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

(3) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Walikota yang
menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), telah dapat ditindaklanjuti.
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(4) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD
diterima.

(5) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {4), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman
penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai
instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 38
(1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, memuat :
a. Visi; ' :
b. Misi;
c. Tuyjuan;
d. Strategi; ,
e. Kebijakan;
f. Program; dan
g. Kegiatan.

(2) Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas,
pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat
indikatif.

Bagian Kedua
Penyusunan RENSTRA SKPD

Pasal 39
(1) SKPD menyusun Renstra SKPD.

(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan
tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD;
b. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD; dan
c. Penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 40

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2) huruf a, melalui tahapan sebagai berikut :
a. Perumusan Rancangan Renstra SKPD; dan



b. Penyajian Rancangan Renstra SKPD.

Pasal 41

(1) Perumusan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 huruf a, mencakup :

onoow

=N

1.

Pengolahan data dan informasi;

Analisis gambaran pelayanan SKPD

Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
Penelaahan RTRW ;

Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis
(KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

Perumusan isu-isu strategis;

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;

. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;

Mempelajari Surat Edaran Walikota perihal penyusunan Rancangan
Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang
memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;

Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna
mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas
dan fungsi SKPD;

. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (limaj tahun, termasuk
lokasi kegiatan; ' '
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan

- sasaran RPJMD; dan

m. Pelaksanaan forum SKPD.

(2) Perumusan Rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak
terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan
Rancangan Awal RPJMD.

Pasal 42

Penyajian Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat sebagai berikut:
Pendahuluan;

Gambaran pelayanan SKPD;

Isu-isu strategic berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

Visi, mini, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

a.
b.

c
d.
e

f.

Pasal 43

(1) Penyusunan Rancangaﬁ. ‘Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) berpedoman pada surat edaran Walikota.

(2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh
unit kerja di lingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku
kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.

(3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana‘dimaksud pada
ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman
pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.
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Pasal 44

Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), kepada Kepala Bappeda,
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Walikota
diterima.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra
SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi
rancangan RPJMD.

Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu di sempurnakan,
hasil penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD disampaikan kembali oleh
Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
verifikasi dilakukan

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 45

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan
Rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37.

Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD diverifikasi akhir oleh Bappeda.
Paragraf 4
Penetapan Renstra SKPD
Pasal 46

Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (1), disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk
memperoleh pengesahan dari Walikota.

Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Walikota,
paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan.

Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD palmg lama 7 (tujuh) hari
setelah Renstra SKPD disahkan oleh Walikota.

BAB VIII
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengacu
kepada RKPD Provinsi dan RKP.



{2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan
Penyusunan Renja-SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA -
PPAS dan RAPBD.

Bagian Kedua
Penyusunan RKPD

Pasal 48
(1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan
sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan RKPD;
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
¢. Penyusunan rancangan RKPD
d.Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. Penetapan RKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 49

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)
huruf a, meliputi :

a. Pembentukan tim;

Orientasi RKPD;

Penyusunan agenda kerja tim;

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan

Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

b
c.
d.
e

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 50

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat {2) huruf b, terdiri atas :

a. Perumusan Rancangan Awal RKPD; dan

b. Penyajian Rancangan Awal RKPD.

Pasal 51

(1) Perumusan Rancangan Awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf a, meliputi :
a. Pengolahan data dan informasi;
b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
d. Evaluasi kinerja tahun lalu;
e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
f. Aspirasi masyarakat melalui DPRD yang selaras dengan Visi dan Misi
Pemerintah serta yang dibutuhkan masyarakat;



. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

.Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan
keuangan daerah;

I. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu
indikatif;

Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;

. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
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Pasal 52

Penyajian Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf b, dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan;

b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun laly;

c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

d. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan

e. Rencana program prioritas daerah.

Pasal 53

(1) Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,
dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan
dikonsultasikan dengan publik.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 54

(1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Walikota kepada kepala SKPD
perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam
forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja
SKPD.

(2) Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan Musrenbang
RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian Rancangan Renja SKPD
kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 55

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan
Awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

Pasal 56

(1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD
berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengintegrasikan
program, kegiatan, indikator kinerja dan Jana indikatif pada setiap
rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada
rancangan awal RKPD.



(3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan
hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja
SKPD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 57

(1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, disajikan
dengan sistematika sebagai berikut :
a. Pendahuluan;
b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
d. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan
e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam
Musrenbang RKPD.

Pasal 58

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1),
diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 59

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(2) terdini dani : ’

a. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;

b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan

c. Pelaksanaan Musrenbang Kota.

Pasal 60

(1) Kepala Kelurahan/Lurah bertanggungjawab menyelenggarakan
Musrenbang Kelurahan.

(2) Musrenbang Kelurahan dilaksanakan melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang melibatkan para
pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan, antara lain:

Lurah/Kepala Kelurahan ;

Ketua/Anggota BPD;

Lembaga Pengembangan masyarakat Kelurahan (LPMD);

Organisasi perempuan;

Ketua RT;

Organisasi Kepemudaan,

Tokoh masyarakat;

Organisasi Keagamaan,;

Lembaga Swadaya masyarakat; dan

Keterwakilan perusahaan di wilayah Kelurahan.
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Musrenbang Kelurahan diselenggarakan untuk merumuskan program
pembangunan Kelurahan berdasarkan masukan dari narasumber dan
peserta yang menggambarkan permasalahan nyata dan mendesak yang
sedang dihadapi Kelurahan.
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(7)

Narasumber yang hadir dalam Musrenbang Kelurahan meliputi :

. Bapemas;

.Bappeda;

. Perwakilan SKPD;

.Kepala UPTD SKPD;

. énggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
amat;

- LSM yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan

. Para ahli/profesional yang dibutuhkan.
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Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan terdiri dari persiapan dan
pelaksanaan.

Hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan
dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku
kepentingan. '

Pasal 61

Camat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musrenbang
Kecamatan.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh
camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.

Untuk efisiensi dan efektifitas Musrenbang RKPD di kecamatan dapat
diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa
Musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh
Walikota.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan yang melibatkan para
seluruh pemangku kepentingan yaitu Camat beserta unsur forum
koordinasi Kecamatan, Kepala Kelurahan/Lurah, Organisasi
Kemasyarakatan pemuda, Organisasi perempuan, Organisasi keagamaan,
tokoh masyarakat, perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah
Kecamatan. :

Nara sumber yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan meliputi:
. Bappeda;
. Perwakilan SKPD;
. Kepala UPTD SKPD;
. Anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
. Camat;
LSM yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
. Para ahli/profesional yang dibutuhkan.
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Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari persiapan dan
pelaksanaan.

Hasil Musrenbang Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan
dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku
kepentingan.

 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambert minggu

ke dua pada bulan Februari.



(9) Hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan, dituangkan dalam berita
acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dan

ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan
yang menghadiri Musrenbang.

(10) Berita acara dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan
Rancangan Renja SKPD Kota.

Pasal 62

(1) Musrenbang RKPD diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

(2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan paling lambat Minggu
keempat bulan Maret.

(3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan,
klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD Kota.

(4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mencakup :

a

b.

c

.Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Koth dengan arah

kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;

Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat
kepada Pemerintah Daerah Kota pada Musrenbang RKPD Kota di
Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan;

c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kota;
d.

Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas
daerah; dan '

. Sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi Lampung.

(S) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD bertujuan untuk :

a.

b.

C.

Penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan
daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD beserta
sumber pendanaannya; ‘

Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang
berkaitan dengan pembangunan; dan

Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang
merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong
partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai
tuyjuan pembangunan.

(6) Musrenbang Kota dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan daerah dengari memperhatikan masukan dari para
pemangku kepentingan tingkat Kota.

*

(7) Masukan dan/atau bahan Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi :

a.
b.

Dalftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;
Daftar nama delegasi Kecamatan dan para pemangku kepentingan yang
terpilih untuk mengikuti forum SKPD/lintas SKPD dan Musrenbang
Kota; '

. Evaluasi kinerja pelaksénaan rencana pembangunan daerah tahun

sebelumnya;

. Rancangan awal RKPD;
. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka

regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah
berdasarkan sumber pendanaan dari APBD, APBD Provinsi, APBN
maupun sumber pendanaan lainnya,;



f. Alokasi anggaran untuk setiap SKPD dan Alokasi Dana Kelurahan; dan
g. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang mengikuti Musrenbang Kota.

(8) Peserta Musrenbang RKPD meliputi delegasi dari Musrenbang Kecamatan
dan delegasi dari forum SKPD, LSM tingkat Kota, Perguruan Tinggi
setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta wakil dari
kelompok-kelompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah tersebut,
keterwakilan organisasi perempuan, perusahaan yang beroperasi di seluruh
wilayah Kota.

(9) Narasumber yang hadir dalam Musrenbang Kota meliputi:
a. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD;
b. Pejabat dari Kementerian/Lembaga tingkat Pusat dan Provinsi; dan/atau
c. Dari unsur lain terkait.

(10) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Kota terdiri dari persiapan dan
pelaksanaan.

(11) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan
yang menghadiri Musrenbang.

(12) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dijadikan sebagai
bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota dan bahan masukan
untuk membahas Rancangan. RKPD Provinsi dalam Musrenbang RKPD
Provinsi.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 63

- Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

ayat (2) huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang
RKPD.

1

Pasal 64

(1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63, dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas
program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan
fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam Rancangan Akhir
RKPD. ' ‘

Pasal 65

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 66

(1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi
ditetapkan.



(2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota digunakan sebagai
bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 67

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1),
dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Renja SKPD.

Pasal 68

(1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada
Gubernur.

(2) Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

BAB IX
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, memuat :
a. Program dan kegiatan;

b. Lokasi kegiatan;

c. Indikator kinerja;

d.Kelompok sasaran,;

e. Pagu indikatif; dan

f. Prakiraan maju.

Bagian Kedua
Penyusunan Renja SKPD

Pasal 70
(1) SKPD menyusun Renja SKPD.

(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan
sebagai berikut :

Persiapan penyusunan Renja SKPD;

Penyusunan rancangan Renja SKPD;

Pelaksanaan forum SKPD; dan

Penetapan Renja SKPD.
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Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 71

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (2) huruf a, meliputi :

Penyusunan rancangan pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
Orientasi mengenai Renja SKPD;

Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD;

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
Pembentukan tentang tim penyusunan Renja SKPD ditetapkan dengan
Surat Keputusan Walikota.
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Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 72

Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD,
Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya serta usulan program serta Kkegiatan yang berasal dari
masyarakat.

Pasal 73

(1) Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 ayat (2) huruf b, dengan sistematika sebagai berikut :

. Pendahuluan;

. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun laly;
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